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ABSTRAK: 

 

KEMITRAAN CIVIL SOCIETY DAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM 

SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

 

Anindya Meira Paulina 

 

 

Fenomena kasus perundungan dan kekerasan di sekolah menjadi perhatian 

pemerintah dan civil society yang bernama Komnas PA Bandar Lampung, melalui 

Program Sekolah Ramah Anak. Pemerintah dan civil society bersama-sama 

menjalin hubungan kemitraan pada Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar 

Lampung dalam rangka memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak di 

lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang bertujuan memperoleh analisa dan deskripsi terkait hubungan 

Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program 

Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung melalui prinsip-prinsip kemitraan 

yang dikemukakan Notoatmodjo (2010) yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan 

saling menguntungkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kemitraan antara 

Komnas PA Bandar Lampung dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah 

Anak di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan 

sudah memenuhi prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan, 

walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi 

dan peran dari masyarakat, orang tua dan dunia usaha, sebab belum memiliki 

kontribusi dan belum sepenuhnya paham tentang Program Sekolah Ramah Anak, 

dengan demikian hubungan Kemitraan antara Komnas PA Bandar Lampung dan 

Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung 

membentuk pola kemitraan semu atau pseudo partnership. 
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ABSTACT: 

CIVIL SOCIETY GOVERNMENT PARTNERSHIP IN CHILD FRIENDLY 

SCHOOL PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By: 

Anindya Meira Paulina 

 

The phenomenon of cases of bullying and violence in schools is of concern to the 

government and civil society which is called Komnas PA Bandar Lampung, through 

the Child Friendly School Program. The government and civil society are jointly 

establishing a partnership relationship in the Child Friendly School Program in 

Bandar Lampung City in order to provide protection and fulfill children's rights in 

the school environment. This research uses qualitative methods and descriptive 

research with interview, observation and documentation data collection techniques 

aimed at obtaining analysis and description related to the Partnership relationship 

between Komnas PA Bandar Lampung and government in the Child Friendly 

School Program in Bandar Lampung City through the partnership principles put 

forward by Notoatmodjo (2010) namely the principles of equality, transparency and 

mutual benefit. The results of the research show that the partnership between 

Komnas PA Bandar Lampung and Government in the Child-Friendly School 

Program in Bandar Lampung City has been going well and it can be said to have 

fulfilled the principles of equality, transparency and mutual benefit, although there 

are still several things that need to be considered regarding the participation and 

role of the community, parents and the business world, because they don't have a 

contribution and don't fully understand the Child Friendly School Program, thus 

the partnership relationship between Komnas PA Bandar Lampung and 

Government in the Child Friendly School Program in Bandar Lampung City forms 

a pseudo-partnership pattern. 

 

Keywords: Partnership of Principles, Participation, Transparency 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah salah satu proses dalam usaha mengembangkan potensi 

anak. Melalui proses pendidikan, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan diri dan membentuk kepribadian yang dimiliki secara maksimal, 

sehingga menjadi individu yang bermanfaat (Dewi et al., 2016). Sebagaimana 

mestinya lingkungan pendidikan harus menjadi lingkungan sekolah yang ramah 

anak, akan tetapi situasi saat ini di lingkungan sekolah telah berubah menjadi 

tempat perkelahian atau penganiayaan yang menakutkan (Patty dan Ratmala, 

2020). 

Tabel 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan 

Anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Tahun 2016-2020 
No Jenis Kasus Perlindungan 

Anak  
2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Anak Korban Kekerasan di 

Sekolah (Perundungan) 

122 129 107 46 76 

2 
Anak Pelaku Kekerasan di 

Sekolah (Perundungan) 

131 116 127 51 12 

 
Total 253 245 234 97 88 

Sumber : bankdata.kpai.go.id (2021) 

Berdasarkan tabel 1 terkait data kasus perlindungan anak di lingkungan 

pendidikan yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 

2016-2020 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 kasus kekerasan di sekolah 

menjadi kasus yang sering terjadi dimana menurut Pakar Psikologi Anak 

UNESA, Riza Noviana Khoirunnisa, S.Psi., M.Si., bahwa fenomena kasus 

perundungan di sekolah seperti epidemi atau penyakit menular karena akan 

dengan cepat menimbulkan korban. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor, 
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namun yang sering ditemukan yaitu ada ketidakseimbangan antara pelaku 

dengan korban. Yaitu dengan perbedaan dari ukuran badan, fisik, kepandaian 

komunikasi, gender hingga status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan dari 

kekuatan yang dimiliki untuk kepentingan pelaku dengan mengganggu atau 

mengucilkan korban. Selain itu, kasus perundungan ini adalah kasus yang 

sebenarnya masih kurang mendapat perhatian disebabkan karena efek dari 

perundungan tidak tampak secara langsung sehingga banyak dari korban yang 

tidak berani melapor. Sedangkan perundungan yang terjadi seperti ejekan atau 

kekerasan secara verbal bisa sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak dan 

efeknya jangka panjang. Kemudian juga bisa terjadinya perundungan adalah 

karena minimnya pengetahuan guru dan orang tua tentang perundungan dan 

dampaknya pada anak (unesa.ac.id, 2022). 

 

Kekerasan di sekolah dapat mengakibatkan siswa merasa takut akibat tekanan 

yang dialaminya sehingga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar 

siswa, sampai bisa dikeluarkan dari sekolah (Wati et al., 2021). Maka 

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan pada anak dibuatlah 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah 

diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, tentu saja hal tersebut agar anak-anak dapat dilindungi oleh 

hukum (Sulistiowati et al., 2018). 

 

Menindaklanjuti fenomena tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung 

berkomitmen untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap anak 

terutama di bidang pendidikan melalui program Sekolah Ramah Anak. Maka 

dari itu, hadirlah Sekolah Ramah Anak yang lahir sebagai sebuah program 

dalam memenuhi, menjamin serta melindungi hak-hak anak dalam lingkungan 

sekolah agar terhindar dari kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik yang 

dapat mengganggu kondisi psikologis anak (Ramadhan & Torro, 2022). 

 

 

Program Sekolah Ramah Anak, merupakan program yang berupaya 

http://www.unesa.ac.id/
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menciptakan lingkungan non kekerasan, yang nyaman bagi anak di ranah 

pendidikan, dilandasi dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak 

dan saat ini untuk Provinsi Lampung sudah tercantum dalam Peraturan 

Gubernur Lampung No. 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan 

Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dengan demikian, SRA harus bisa 

menghormati hak siswa ketika mengekspresikan pandangannya dalam segala 

hal terkhusus mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, 

sehingga siswa merasa lebih nyaman dan menyenangkan selama proses belajar 

di sekolah. Selain itu SRA harus dapat menjamin kesempatan bagi setiap siswa 

untuk menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan 

disabilitas, gender, suku bangsa, agama, jenis kecerdasan, dan juga latar 

belakang orang tua (Wahdah & Mujiwati, 2020). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, SE., MM selaku 

Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang 

menyatakan terkait penerapan sekolah ramah anak diartikan bahwa, baik dari 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus bersifat ramah anak, seperti 

meja yang digunakan oleh siswa tidak dibuat dengan bentuk yang lancip agar 

ketika anak-anak bermain tidak terkena ujung meja tersebut, kemudian tidak 

ada benda yang membahayakan dan lain sebagainya. Begitupun saat di dalam 

kelas guru tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa serta tidak ada 

terjadinya perundungan di sekolah. Sampai saat ini SRA masih dalam proses 

untuk terus menjadi lebih baik, walaupun sudah memiliki papan nama 

bertuliskan SRA belum tentu terlaksana dengan baik sepenuhnya sehingga 

masih banyak yang perlu dibenahi. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dalam 

membantu pelaksanaan SRA juga selama ini bermitra dengan lembaga-lembaga 

yang peduli anak dan perempuan, sehingga tidak hanya pemerintah yang 

berperan dalam pelaksanaan program SRA tersebut, tetapi ada juga kontribusi 

dari lembaga masyarakat yang peduli dan konsen kepada hak anak untuk 

membantu dalam upaya mencegah kekerasan pada anak yaitu dengan Komnas 
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PA Bandar Lampung untuk bersama-sama membantu pelaksanaan program 

SRA. Begitu juga dengan hasil wawancara bersama pihak Komnas 

Perlindungan Anak (Komnas PA) yaitu Bapak Ahmad Apriliandi Passa, S.P 

yang bersedia membantu dalam memberikan materi dan mengadakan kegiatan 

sosialisasi terkait perlindungan anak, pencegahan kejahatan seksual, dan 

pencegahan perundungan di sekolah, dimana pihak Komnas PA Bandar 

Lampung berhubungan secara langsung dengan Dinas PPPA, karena dalam 

menjalankan tugasnya Komnas PA Bandar Lampung diberikan kepercayaan 

untuk membantu pihak Dinas PPPA melalui pemberian materi sosialisasi dan 

edukasi secara langsung ke sekolah-sekolah (Sumber: Hasil wawancara pra 

riset, 13 Oktober 2022). 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka kemitraan hadir untuk menciptakan 

keberhasilan pelaksanaan pada suatu program ataupun kebijakan dengan 

maksimal. Program ataupun kebijakan yang dibuat tersebut tentunya dilatar 

belakangi oleh beragam isu atau masalah yang harus segera diatasi, seperti 

masalah kekerasan dan perundungan pada anak di lingkungan sekolah (Soraya 

et al., 2020). Selain itu, kemitraan bertujuan untuk saling bekerjasama agar 

keberhasilan yang diharapkan dapat terwujud, melalui kemitraan bisa menjadi 

alternatif bagi pemerintah yang memang memiliki keterbatasan sumber daya 

dan banyaknya tugas yang diemban oleh pemerintah sendiri. Hal ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu oleh Soraya et al (2020) menunjukkan bahwa jika 

dalam suatu kerjasama tidak melibatkan masyarakat (civil society) maka proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan untuk memenuhi 

tujuan nasional akan sangat lambat sebab potensi sumber daya yang besar yaitu 

manusia berada pada masyarakat. 

 

Pemerintah disini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu harus bersikap 

tegas dalam menanggapi hal ini. Pemerintah harus berusaha dalam melakukan 

perubahan, mengkonstruksi sistem pendidikan salah satunya. Selanjutnya, 

mengenai moral tenaga pendidik, dimana negara perlu menyediakan pelatihan 

dan bimbingan pengajaran yang berperspektif setara kepada guru dan calon 
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guru sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada lagi superioritas, tidak 

ada lagi “guru yang selalu benar” sehingga dengan mudah melakukan kekerasan 

fisik, psikis, dan seksual pada muridnya (Wahdah & Mujiwati, 2020). 

 

Peran masyarakat ataupun civil society juga sangat dibutuhkan dalam rangka 

mencegah tindakan kekerasan dalam pendidikan. Civil society (masyarakat 

sipil) dalam hal ini yaitu Komnas PA Kota Bandar Lampung sebagai lembaga 

masyarakat, dimana pada awalnya Komnas PA Bandar Lampung diberikan 

nama sebagai Lembaga Perlindungan Anak namun sejak Tahun 2020 berganti 

nama menjadi Komnas PA Bandar Lampung. Hingga saat ini Komnas PA 

Bandar Lampung bisa disebut juga dengan LPA yaitu lembaga yang berfokus 

pada kepentingan hak anak yang berperan dan ikut andil membantu pemerintah 

dalam upaya memenuhi hak, melindungi, serta menghargai pandangan anak. 

Komnas PA Bandar Lampung sendiri berdiri karena dilatarbelakangi dari 

kepedulian masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak, memberikan 

perlindungan kepada anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, selain 

itu karena keprihatinan atas banyaknya kasus penelantaran dan pembuangan 

anak, dan ketidakadilan. 

 

Berdasarkan lampiran 1 terkait Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

779/III.01/HK/2020 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020 memiliki jumlah sekitar 131 sekolah dasar yang ada di 

Kota Bandar Lampung sudah berstatus SRA, kemudian pada lampiran 2 

terdapat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 314/III.08/HK/2023 

Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 

menjadi surat keputusan yang terbaru terkait penetapan SRA di Bandar 

Lampung. Dimana pada surat keputusan tahun 2023 tersebut jumlah sekolah 

bertambah menjadi 241 sekolah yang sudah SRA, namun pada surat keputusan 

tersebut ada perubahan yaitu beberapa SD yang sebelumnya tercantum dalam 

surat keputusan penetapan SRA Tahun 2020, ternyata tidak tercantum dalam 

surat keputusan penetapan SRA Tahun 2023. Dari banyaknya sekolah dasar 

yang tercantum dalam surat keputusan walikota tersebut ternyata SDN 1 
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Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura masih bisa mempertahankannya dan sudah 

tercantum sejak Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

779/III.01/HK/2020 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

314/III.08/HK/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2023, selain itu SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura 

merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung dari total 

keseluruhan 15 sekolah yang dibina oleh Komnas PA Bandar Lampung dan dua 

sekolah tersebut juga yang sejak tahun 2020 sudah memiliki status SRA secara 

legal dan jelas sampai di tahun ini. Oleh karena itu pada penelitian ini memilih 

dua sekolah yaitu SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura, karena sekolah 

tersebut juga merupakan sekolah yang memiliki prestasi terutama berkaitan 

dalam menunjang program SRA, seperti menjadi juara pada perlombaan yang 

diadakan oleh BNN terkait pentingnya pencegahan dalam penggunaan narkoba. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih dalam terkait pentingnya hubungan kemitraan antar aktor 

pada suatu program dalam hal ini yaitu program SRA, karena pada dasarnya 

terlaksananya suatu program dengan baik didukung oleh adanya kerjasama dari 

berbagai pihak terkait pada program tersebut dan akan dilakukan menggunakan 

prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010) dengan melihat dari prinsip 

kesetaraan (equity), prinsip keterbukaan (transparency), dan prinsip saling 

menguntungkan (mutual benefit). Maka dari itu penulis mengambil judul 

“Kemitraan Civil Society dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah 

Anak di Kota Bandar Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana kemitraan civil society dan pemerintah dalam program sekolah 

ramah anak di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi civil society dan pemerintah dalam program 

sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis hubungan kemitraan civil society dan pemerintah dalam 

Program Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung melalui prinsip-

prinsip kemitraan.  

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh para aktor terkait program 

sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai salah satu sumber referensi dan bahan bacaan baik bagi penulis dan 

pembaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang kemitraan civil 

society dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kepada 

pihak-pihak yang terkait, terutama pemerintah selaku aktor utama dalam 

program sekolah ramah anak untuk mewujudkan kota layak anak. Dalam 
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hal ini civil society juga berperan penting untuk mendukung pelaksanaan 

program dari pemerintah yaitu mengenai program sekolah ramah anak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan untuk membantu 

mendapatkan gambaran dalam kerangka pikir, selain untuk mengetahui 

perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat 

dijadikan sebagai landasan kajian agar dapat mengembangkan wawasan 

berpikir peneliti. Penelitian ini akan memberikan pembaharuan terkait dengan 

objek kajian pada kemitraan civil society dan pemerintah dalam program 

sekolah ramah anak, penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai data 

pendukung yang relevan. 

 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Soraya et al (2020) dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya 

et al (2020) menitikberatkan pada kemitraan yang sudah lama berlangsung 

dilakukan oleh PKBI Provinsi Lampung yang ikut andil membantu pemerintah 

dalam pemberian edukasi kesehatan pada remaja di SMKN 4 Bandar Lampung 

dengan menggunakan teori pola kemitraan dari Sulistiyani. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan bahwa dalam menentukan pola kemitraan pada penelitian 

tersebut didasarkan karena prinsip-prinsip kemitraan masih terjaga dengan visi-

misi yang saling mengisi yang dapat terlihat dari upaya-upaya saling 

mendukung yang dilakukan kedua pihak yang bermitra dalam pelaksanaan 

Program Dance4Life. Perbedaan pada penelitian ini, dimana studi kasus pada 

penelitian tersebut antar PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar 

Lampung, teori yang digunakan, dan fokus kajian penelitian dalam rangka 
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menentukan pola kemitraan. 

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fahyuni et al (2020). Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus untuk menunjukan 

bahwa penerapan program sekolah ramah anak bisa membantu dalam 

membentuk karakter kepemimpinan siswa melalui Gerakan Hizbul Wathan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sekolah ramah anak melalui 

Gerakan Hizbul Wathan di sekolah dasar Indonesia dan Malaysia yang mana 

hasil dari penelitian mengarah pada pentingnya dukungan dan peran serta orang 

tua dan masyarakat dalam mendukung perkembangan karakter anak dan hal ini 

menunjang pelaksanaan program sekolah ramah anak. 

 

Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Kurniyawan et al (2020), penelitian 

tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini terletak pada kajian 

pembahasan yang menitikberatkan pada perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, dan peran dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan 

pihak luar terkait program sekolah ramah anak. Metode pada penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam 

membantu pelaksanaan program sekolah ramah anak dan tidak bisa terlepas dari 

dukungan orang tua dan juga pihak luar mulai dari instansi pemerintah dan 

masyarakat. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

penelitian ini penting untuk dilakukan. Perbedaan pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak dari kajian pembahasan dimana penelitian ini 

akan meneliti hubungan kemitraan antara civil society dan pemerintah dalam 

program SRA di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan berfokus 

memberikan pembaharuan mengenai hubungan kemitraan antar aktor yang 

dilihat dari 3 prinsip kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling 

menguntungkan. Penelitian ini sudah dibandingkan juga dengan penelitian 

sebelumnya, bahwa belum ada penelitian khusus yang membahas mengenai 
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kemitraan civil society dan pemerintah dalam program sekolah ramah anak 

dengan mengkaji menggunakan 3 prinsip kemitraan. 

 

 

2.2 Governance 

2.2.1 Definisi Governance 

 

Governance secara umum dipahami sebagai bentuk peralihan dalam 

“penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya berpusat pada 

pemerintah, akan tetapi melibatkan aktor lain untuk ikut berpartisipasi baik 

dari masyarakat, swasta, dan lainnya (Astuti et al, 2020). Governance 

sebagaimana didefinisikan UNDP dalam Azra (2003) adalah pelaksanaan 

politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah bangsa. 

Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik jika dilakukan 

dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam 

suasana demokratis, akuntabel, serta transparan. 

 

Governance sendiri adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan 

dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swasta yang mempengaruhi 

dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Maka good governance 

merupakan sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan 

sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi 

terhadap semua sektor publik (Ayuningtyas, 2020). 

 

Menurut Zaidah & Khoiriawati (2022) governance meliputi perencanaan 

yang dinamis bertujuan agar tata kelola pemerintahan dapat terjaga dengan 

baik, serta korelasi antara organisasi dalam pemerintahan dapat terjalin 

dengan baik dan hubungan antara pemerintah dengan sektor publik berjalan 

dengan baik. Menurut Mardiasmo dalam Zaidah & Khoiriawati (2022) 

governance diartikan yaitu dalam mengelola tatanan atau urusan-urusan 

publik termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk 

kepentingan pembangunan di masyarakat.  
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Berdasarkan beberapa definisi mengenai governance di atas, dapat 

disimpulkan bahwa governance merupakan suatu pelaksanaan kegiatan 

dalam mengelola urusan publik yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah 

tetapi dibantu dengan swasta dan masyarakat dengan tujuan mencapai tata 

kelola pemerintahan yang baik 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai governance dapat diketahui 

bahwa terdapat tiga sektor yang saling bersinergi yaitu meliputi state 

(negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta), dan civil society 

(masyarakat sipil) yang menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah 

atau negara bertugas untuk menciptakan politik dan hukum yang kondusif, 

untuk sektor swasta sendiri yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan 

penghasilan, sedangkan masyarakat sipil berperan positif dalam interaksi 

sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok di dalam 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan juga 

ekonomi. 

 

2.2.2 Aktor yang berperan dalam governance 

A. Pemerintah 

 

Menurut Thahir (2019) pemerintah merupakan kegiatan lembaga-

lembaga yang ditunjukan melalui mediasi kepentingan rakyat terhadap 

pemerintah yang selanjutnya dibuatkan, melaksanakan hingga 

mengawasi pelaksanaan kebijakan. Artinya pemerintah menjadi pihak 

yang dibutuhkan kehadirannya, karena pemerintah bukan hanya wujud 

akan tetapi di dalamnya ada suatu nilai yang dijunjung oleh setiap pihak 

yang memerintah ataupun yang diperintah. 

 

Pada umumnya menurut Mulyawan (2016) pemerintah adalah 

sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk 

melaksanakan kekuasaan. Patokan ini berlaku untuk pemerintah yang 

berdaulat, karena pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk 
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mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli 

untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Artinya dalam 

pengurusan rumah tangga tersebut termasuk dalam melindungi 

masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan 

lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum. 

 

Menurut Putri et al (2022) pemerintah (government) adalah badan resmi 

suatu negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya 

sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan berkewajiban 

secara penuh untuk melayani rakyatnya. Oleh karenanya dalam 

penyelenggaraan pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, 

fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan 

masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Pemerintah juga memiliki tiga fungsi lain yang hakiki, dan 

merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah. Dimana tiga fungsi 

tersebut yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), 

memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment), serta 

melaksanakan pembangunan (development). Ketiga fungsi tersebut 

harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah, sebab ketiganya 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

 

B. Civil society (masyarakat madani) 

 

Civil Society diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan 

masyarakat sipil atau masyarakat madani. Civil society didefinisikan 

sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan  

bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan 

(self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian 

tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma 

atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 1996). 

Begitupun menurut Dacholfany (2012) civil society (masyarakat sipil) 

melingkupi kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir 
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secara mandiri, otonom dari negara dan terkait tatanan, secara umum 

adalah keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam 

ruang publik tertentu untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, 

hasrat, pilihan, dan ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai 

sasaran kolektif, mengajukan tuntutan negara, memperbaiki struktur dan 

fungsi negara dan menuntut akuntabilitas pejabat negara. 

 

Civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan dari 

anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat 

dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan 

pada umumnya. Termasuk di dalamnya terdiri dari jaringan-jaringan, 

pengelompokan sosial, organisasi sukarela, sampai dengan organisasi 

yang pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan 

masyarakat yaitu sebagai perantara dari negara di satu pihak dan 

individu dan masyarakat dilain pihak. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa civil society adalah suatu kelompok dalam 

masyarakat yang berdiri secara mandiri dan memiliki ruang publik 

dalam rangka mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang 

dapat dengan mudah menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. 

 

C. Sektor Swasta 

 

Sektor swasta menurut Sjamsuddin dalam Hafel et al (2021) 

menyebutkan bahwa sektor swasta merupakan salah satu bagian dari 

unsur-unsur stakeholder governance yang terdiri dari negara (state), 

sektor swasta (private sector), dan masyarakat madani (civil society). 

Sektor swasta ini mencakup mulai dari perusahaan yang aktif dalam 

berinteraksi dengan sistem pasar, seperti: perdagangan, koperasi, 

perbankan, dan kegiatan sektor informal. Jadi peranan sektor swasta 
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juga sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena 

perannya tersebut membuka peluang untuk perbaikan produktivitas, 

penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, 

pengembangan usaha, dan juga pertumbuhan ekonomi. 

 

Hal-hal diatas merupakan hubungan dari terjadinya suatu kemitraan 

antara pemerintah sebagai penyelenggara program dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, dan kemudian hadirnya civil society sebagai 

pihak pemerhati yang tergerak akan segala urusan berkaitan dengan 

aspirasi masyarakat tanpa terikat dengan unsur apapun, bersama dengan 

pihak swasta sebagai pendukung mengenai informasi pemasaran yang 

kemudian mampu menentukan penetapan kebijakan publik. Maka dari 

itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara ketiga aktor 

governance tersebut, agar terciptanya pemerintahan yang transparan dan 

bertanggung jawab. 

 

 

2.3 Kemitraan 

2.3.1 Definisi Kemitraan 

 

Menurut Sulistiyani (2017) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis 

merupakan adaptasi dari kata partnership, dan berasal dari kata partner. 

Partner sendiri diterjemahkan menjadi “pasangan, jodoh, dan sekutu”, 

sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan. Maka 

kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau 

lebih yang saling membentuk suatu hubungan kerjasama didasarkan 

kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas pada suatu tujuan tertentu, sehingga memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 

Kemitraan menurut Ibrahim dalam Hasanah et al (2020) adalah suatu 

hubungan yang timbul antara orang dengan orang dalam rangka 
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menjalankan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

Sedangkan konsep kemitraan menurut Christ dalam Hartoyo et al (2020) 

merupakan sebuah konsep kerjasama yang memfokuskan pada aspek 

“caring” artinya saling memberikan empati dan perhatian pada mitra 

sehingga menghasilkan kebermanfaatan dan keuntungan. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, kemitraan dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan kemitraan bukan hanya sekedar 

diterjemahkan sebagai suatu kerjasama, tetapi kemitraan juga memiliki pola 

dan nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan. Oleh karenanya di  

antara lembaga yang bermitra tersebut harus ada yang menjadi pelaku utama 

kegiatan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keberhasilan 

program. Kelebihan dan kekurangan yang ada dimasing-masing lembaga 

itulah yang harus dimitrakan untuk saling menutupi, menambahkan, dan 

bahkan saling menguntungkan. 

 

2.3.2 Prinsip Kemitraan 

 

Prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo (2010) ada tiga prinsip utama dalam 

membangun suatu kemitraan oleh masing-masing lembaga yang bermitra, 

yaitu: 

a) Prinsip kesetaraan (equity)  

Individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan harus 

merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain. Bagaimana 

besarnya suatu institusi atau organisasi dan bagaimana kecilnya suatu 

institusi atau organisasi, apabila bersedia menjalin kemitraan maka harus 

merasa setara dan sama tingkatnya. Oleh karena itu dalam forum 

kemitraan asas demokrasi perlu dijunjung, tidak boleh ada satu anggota 

yang memaksakan kehendak kepada yang lain karena merasa lebih tinggi, 

dan tidak ada dominasi terhadap yang lain. Begitupun dalam mengambil 

keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masing-masing 

anggota atau mitra memiliki hak dan suara yang sama. 
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b) Prinsip keterbukaan (transparency)  

Keterbukaan dalam arti apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan 

apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan masing-masing 

anggota harus diketahui oleh anggota lain. Adapun dalam hal sumber 

daya yang dimiliki oleh setiap anggota yang harus diketahui oleh anggota 

lain, hal ini dimaksudkan bukan untuk menyombongkan satu terhadap 

yang lain ataupun merendahkan yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi 

agar saling memahami satu dengan yang lain, sehingga tidak ada rasa 

saling mencurigai. Karena dengan saling keterbukaan akan menimbulkan 

saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota yang bermitra. 

Hal ini bukan untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing 

anggota, melainkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-

masing. Sehingga jika ada mitra yang akan berkontribusi lebih besar atau 

lebih kecil dalam rangka mencapai tujuan bersama, akan saling 

memahaminya. 

c) Saling menguntungkan (mutual benefit) 

Menguntungkan di sini bukan diartikan dalam materi atau uang, 

melainkan lebih kepada non materi. Saling menguntungkan di sini lebih 

dilihat dari kebersamaan dan sinergis dalam mencapai tujuan bersama. 

Sehingga baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan 

dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. 

Dengan demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan 

efektif bila dilakukan bersama, dibandingkan ketika hanya dilakukan oleh 

satu instansi saja. 

 

 Prinsip kemitraan menurut Arba’atun & Saniah (2020), hendaknya menganut  

 azas-azas sebagai berikut: 

a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

b) Partisipasi/participation, artinya semua pihak memiliki kesempatan yang 

sama dalam memberikan pendapat, memutuskan hal-hal yang 

menyangkut nasibnya, bertanggung jawab atas semua keputusan yang 

disepakati bersama. 
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c) Percaya/trust, artinya saling percaya dan dapat dipercaya dalam membina 

kerjasama.  

d) Akseptasi/acceptable, berarti saling menerima apa adanya dalam 

kesetaraan, karena masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. 

e) Komunikasi/communication, artinya masing-masing pihak mau dan 

mampu untuk mengkomunikasikan dirinya serta rencana kerjanya 

sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan. 

f) Partnership tidak merendahkan satu dengan yang lain, melainkan sama-

sama bersinergi untuk mencapai tujuan. 

g) Berdasarkan kesepakatan. 

 

Berdasarkan beberapa teori prinsip kemitraan di atas, pada penelitian ini 

peneliti akan menggunakan prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo (2010) 

yang memiliki 3 prinsip di dalam kemitraan. Hal ini karena 3 prinsip 

kemitraan tersebut yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan, dan prinsip 

saling menguntungkan sesuai dengan penelitian yang akan dibahas yaitu 

bagaimana hubungan kemitraan antar civil society dengan pemerintah dalam 

program sekolah ramah anak di kota Bandar Lampung. 

 

2.3.3 Pola Kemitraan 

 

Adapun model-model kemitraan menurut Sulistiyani (2017) telah diilhami 

oleh fenomena biologis yang ada dalam khasanah kehidupan organisme ke 

dalam pemahaman mengenai kemitraan ini, yang dibedakan menjadi: 

a) Pseudo partnership atau kemitraan semu  

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua 

pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara 

seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu 

memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, 

dan untuk tujuan apa semua itu dilakukan dan disepakati. Dalam 

kemitraan ini terdapat sesuatu yang unik, dimana kedua belah pihak atau 

lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, namun 
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pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang 

diperjuangkan serta manfaatnya apa. 

b) Mutualism partnership atau kemitraan mutualistik  

Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang 

sama-sama menyadari pentingnya melakukan kemitraan, yaitu agar saling 

memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga dapat 

mencapai tujuan secara optimal. Dari pemahaman akan pentingnya 

melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki 

status sama atau berbeda, dapat melakukan kerjasama. Manfaat saling 

silang antara pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga 

memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, 

sekaligus saling menunjang satu dengan yang lain.  

c) Conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan dan 

pengembangan 

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan 

“paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk 

mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, yang 

selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi 

tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau 

perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau 

mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. 

Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan masing-masing. 

 

2.3.4 Tujuan Kemitraan 

 

Menurut Sulistiyani (2017) tujuan dibentuknya kemitraan adalah untuk 

mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberikan manfaat antar pihak 

yang bermitra. Artinya kemitraan hendak memberikan keuntungan kepada 

pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya. Dalam proses terjadinya 

suatu kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar 

manfaat sangat diperlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang 



20 

 

 

lainnya. Kemitraan sendiri dapat dilakukan oleh pihak-pihak mulai dari 

perseorangan, badan hukum, atau kelompok-kelompok sehingga pihak-pihak 

yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan 

misi ataupun memiliki misi berbeda akan tetapi bisa saling mengisi dan 

melengkapi secara fungsional.  

 

Kemitraan ini juga sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan agar 

saling melengkapi dan keterhubungan antara satu sama lain untuk mendukung 

kehidupan yang terus berlangsung dan berubah dengan berbagai masalah demi 

kemajuan dunia. Sehingga kemitraan tampil sebagai jawaban alternatif untuk 

menerobos berbagai masalah dengan satu kesadaran bahwa, kebijakan publik 

seyogyanya melibatkan semua stakeholders baik pemerintah, kalangan swasta, 

partai politik, maupun masyarakat sipil. Kemudian masing-masing aktor 

tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang ditandai oleh berbagai 

keterbatasan disatu sisi serta keunggulan disisi lain sehingga interaksi yang 

komplementer merupakan prasyarat bagi keberhasilan integrasi energi.  

 

Jadi dari pendapat diatas mengenai tujuan dan juga manfaat dari kemitraan, 

yaitu untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling terbuka dan 

memberikan manfaat satu sama lain maka dapat memberikan keuntungan bagi 

pihak-pihak yang bermitra, sehingga diperlukan juga komitmen dari pihak 

yang bermitra agar kemitraan tersebut terjalin dengan kuat dan seimbang. 

Karena dengan adanya kemitraan dapat dikembangkan nilai-nilai penting 

seperti keterbukaan, integritas dan akuntabilitas.  

 

 

2.4 Sekolah Ramah Anak (SRA) 

 

Sekolah ramah anak adalah upaya perbaikan organisasi sekolah yang 

menekankan pada kesehatan fisik dan juga mental anak-anak serta memberikan 

perhatian besar pada akses pendidikan, pemerataan, dan kualitas. Sekolah 

Ramah Anak (SRA) menurut Ikbal et al (2020) adalah program untuk 
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mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan 

hidup, mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama 

dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada 

di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam 

perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. 

 

Menurut Fajriah et al (2019) sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara 

sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek 

kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Sekolah yang terbuka 

dengan melibatkan anak agar ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan, 

kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. 

sekolah ramah anak juga dapat didefinisikan sebagai sekolah yang aman, bersih, 

sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan 

psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang 

membutuhkan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus. 

 

Pada Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah 

Ramah Anak disingkat dengan SRA adalah satuan pendidikan formal, non 

formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya 

lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan 

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta 

mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, 

pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak 

dan perlindungan anak di pendidikan. 

 

Adapun dari beberapa definisi mengenai sekolah ramah anak merupakan sekolah 

yang terbuka dan melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ada 

di sekolah, artinya sekolah ramah anak adalah sekolah yang bisa melindungi 

anak-anak dari ancaman kekerasan yang ada di lingkungan serta dapat 

memberikan hak-hak anak agar merasa aman dan nyaman berada di sekolah. 
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Tujuan dari dikembangkannya SRA yaitu dalam rangka memenuhi hak-hak 

anak, melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan seluruh 

warga sekolah, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan 

makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah 

yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi 

perokok, pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza), menciptakan 

hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, 

memudahkan pemantauan kondisi anak selama berada di sekolah, memudahkan 

mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, 

sehingga anak lebih betah di sekolah dan terbiasa dengan pembiasaan-

pembiasaan yang positif.  

 

Adapun dalam penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk pada 6 (enam) 

komponen penting, yaitu: 

a. Kebijakan SRA; 

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak; 

c. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA; 

d. Sarana dan Prasarana SRA; 

e. Partisipasi Anak; 

f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku 

kepentingan lainnya dan alumni (Sulistiowati et al., 2018). 

 

Prinsip Sekolah Ramah Anak 

Pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

a) Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati 

hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, 

gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 

b) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan 

utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola 

dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. 

c) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan 
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lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan 

holistik dan terintegrasi setiap anak. 

d) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan 

atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang 

mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. 

e) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan 

pendidikan (Sulistiowati et al., 2018). 

 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Masalah perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah tentunya masih saja 

muncul dan sulit untuk dituntaskan, karena terlepas dari perhatian orang tua 

maupun pihak sekolah. Maka situasi ini menjadi perhatian khusus tidak hanya 

dari pihak sekolah ataupun pemerintah daerah setempat akan tetapi menjadi 

perhatian juga oleh masyarakat salah satunya ialah civil society (masyarakat 

sipil) yang bergerak dibidang pemerhati anak yaitu Komnas PA Bandar 

Lampung, melalui program SRA yang melibatkan pihak-pihak yang terkait. 

 

Pada pelaksanaannya untuk melihat hubungan kemitraan antara civil society dan 

pemerintah dalam program SRA melalui SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD 

Negeri 1 Langkapura, sehingga selanjutnya akan didapatkan pola kemitraan 

seperti apa dari terjalinnya kemitraan civil society dan pemerintah dalam 

program SRA di Kota Bandar Lampung. Maka teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori prinsip kemitraan oleh Notoatmodjo (2010), sebagai 

berikut: 

a) Prinsip kesetaraan (equity)  

Individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan harus 

merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain. Bagaimana 

besarnya suatu institusi atau organisasi dan bagaimana kecilnya suatu 

institusi atau organisasi, apabila bersedia menjalin kemitraan maka harus 
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merasa setara dan sama tingkatnya. Oleh karena itu dalam forum 

kemitraan asas demokrasi perlu dijunjung, tidak boleh ada satu anggota 

yang memaksakan kehendak kepada yang lain karena merasa lebih tinggi, 

dan tidak ada dominasi terhadap yang lain. Begitupun ketika mengambil 

keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masing-masing 

anggota atau mitra memiliki hak dan suara yang sama. 

b) Prinsip keterbukaan (transparency)  

Keterbukaan dalam arti apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan 

apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan masing-masing 

anggota harus diketahui oleh anggota lain. Adapun dalam hal sumber 

daya yang dimiliki oleh setiap anggota yang harus diketahui oleh anggota 

lain, hal ini dimaksudkan bukan untuk menyombongkan satu terhadap 

yang lain ataupun merendahkan yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi 

agar saling memahami satu dengan yang lain, sehingga tidak ada rasa 

saling mencurigai. Karena dengan saling keterbukaan akan menimbulkan 

saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota yang bermitra. 

Hal ini bukan untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing 

anggota, melainkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-

masing. Sehingga jika ada mitra yang akan berkontribusi lebih besar atau 

lebih kecil dalam rangka mencapai tujuan bersama, akan saling 

memahaminya. 

c) Saling menguntungkan (mutual benefit) 

Menguntungkan di sini bukan diartikan dalam materi atau uang, 

melainkan lebih kepada non materi. Saling menguntungkan di sini lebih 

dilihat dari kebersamaan dan sinergis dalam mencapai tujuan bersama. 

Sehingga baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan 

dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. 

Dengan demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan 

efektif bila dilakukan bersama, dibandingkan ketika hanya dilakukan oleh 

satu instansi saja. 
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 Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir. 
          Sumber : Diolah Peneliti, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus perundungan dan kekerasan (fisik, verbal, psikis) pada anak di 

sekolah 

Civil Society Pemerintah Kota 

Program Sekolah Ramah Anak 

(SRA) 

3 Prinsip Kemitraan Menurut Notoatmodjo: 

a. Prinsip kesetaraan (equity)  

b. Prinsip keterbukaan (transparency)  

c. Prinsip saling menguntungkan (mutual 

benefit) 

 

Tercapainya Program Sekolah Ramah Anak di 

Kota Bandar Lampung 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian  

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari metode kualitatif ini untuk 

menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat secara 

mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap. Dengan kata lain 

metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Tamrin & Ahmad (2020) 

yaitu menggambarkan suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang 

terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan yaitu dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

ini menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan melibatkan 

beberapa stakeholder yang berkaitan pada pelaksanaan kemitraan civil society 

dan pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung. 

 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian yang sudah ditetapkan bertujuan untuk membatasi objek 

kajian, agar objek yang dikaji tidak meluas sehingga peneliti tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan data-data yang diperlukan. Dengan demikian 

dalam penelitian kualitatif perlu adanya batasan masalah yang disebut dengan 

fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2013). Maka 

fokus penelitian berperan penting dalam suatu penelitian, mengingat 

pentingnya fokus penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada: 
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a. Kemitraan antar civil society dan pemerintah dalam program SRA yang 

akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 

Langkapura yang merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA 

Bandar Lampung, dan dianalisis menggunakan teori prinsip-prinsip 

kemitraan oleh Notoatmodjo (2010), sebagai berikut: 

1) Prinsip kesetaraan (equity)  

Baik individu, organisasi atau institusi yang bersedia menjalin kemitraan 

harus merasa sama dan sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam 

mencapai tujuan yang disepakati. Sehingga dalam penelitian untuk 

menganalisis bagaimana besar atau kecilnya suatu organisasi yang 

bermitra tetap memiliki kedudukan yang sama, dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing sesuai dengan bidangnya dari setiap organisasi 

yang bermitra. 

2) Prinsip keterbukaan (transparency)  

Keterbukaan terhadap setiap kekurangan atau kelemahan masing-masing 

anggota mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua hal 

tersebut harus diketahui oleh anggota lain, maka keterbukaan sudah ada 

sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan 

saling keterbukaan mulai dari kekurangan ataupun kelebihan yang 

dimiliki dapat saling melengkapi dan saling membantu di antara anggota 

mitra. Bukan sebaliknya untuk meremehkan stakeholder lain, akan tetapi 

ditujukan agar bisa saling memahami satu dengan yang lain dan dapat 

menghindari timbulnya kecurigaan. Adanya prinsip keterbukaan dapat 

menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling membantu di antara 

pihak yang bermitra tersebut. 

3) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) 

Baik individu, organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan dapat 

memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan 

demikian kegiatan maupun pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif 

bila dilakukan bersama. Dapat dilihat melalui sinergitas yang diberikan 

masing-masing pihak bermitra dan harus merasa saling diuntungkan 

dengan adanya hubungan kemitraan ini maka tujuan yang ingin dicapai 
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bisa terwujud dan berguna dimasa depan. Dari ketiga prinsip ini, maka 

dapat dilihat hubungan kemitraan yang terjalin antara civil society dan 

pemerintah dalam program SRA di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing aktor, 

antara civil society dan pemerintah dalam program SRA di SD Negeri 1 

Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura. Kendala-kendala yang akan 

ditemui tentu bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai tantangan 

yang harus diatasi dan dilewati karena dalam suatu hubungan kemitraan 

tentu akan ditemui perbedaan-perbedaan mulai dari pendapat masing-

masing aktor yang terlibat, alur koordinasi yang dihadapi selama bermitra, 

dan lain sebagainya. 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun 

lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yang 

dilakukan di Komnas PA Bandar Lampung sebagai lokasi utama. Komnas PA 

Bandar Lampung merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang anak 

dan memiliki tugas untuk bersinergi membantu program pemerintah terkait hak-

hak anak. Selain itu lokasi dalam penelitian ini juga disesuaikan dengan 

terlaksananya program SRA yang ada di Kota Bandar Lampung dan yang sudah 

menjadi sekolah binaan Komnas PA Bandar Lampung sendiri yaitu SD Negeri 

1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura. Alasan yang menjadi dasar 

pemilihan lokasi penelitian ini, karena SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD 1 

Langkapura merupakan bagian dari sekolah binaan Komnas PA Bandar 

Lampung, selain itu dua sekolah tersebut masing-masing sudah berstatus SRA 

dan masuk dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

314/III.08/HK/2023 Tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2023, serta SDN 1 Jagabaya III dan SDN 1 Langkapura 

merupakan sekolah yang memiliki prestasi terutama berkaitan dalam 
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menunjang program SRA. Dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan di sekolah yang 

berbasis pengembangan kreativitas dan partisipasi anak, pencegahan 

perundungan dan kekerasan pada anak, disamping itu juga terdapat peran dari 

lembaga masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas 

PPPA Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Bandar Lampung. 

 

 

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

 

Menurut Nurdin & Hartati (2019) data adalah sekumpulan informasi yang 

dapat dibuat, diolah, dikirimkan dan dianalisis. Dalam pengumpulan 

sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud 

data primer dan data sekunder, di mana sumber primer adalah sumber data 

yang diperoleh secara langsung dan dapat memberikan data kepada 

pengumpul data. Selanjutnya untuk sumber sekunder yaitu merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, 

jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul 

data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti 

menggunakan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data 

yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Data yang didapatkan penulis bisa dari buku-buku, 

jurnal, skripsi, media massa, dan peraturan-peraturan yang ada 

hubungannya dengan kemitraan civil society dan pemerintah dalam 

program SRA terutama di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 

Langkapura. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan 

pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide-ide 

melalui proses tanya jawab, yang nantinya dapat dikonstruksikan makna 

pada topik tertentu. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan penentuan informan ditentukan secara sengaja. Oleh 

karena itu dalam menyusun penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dengan 

pengumpulan datanya.  

       Tabel 2. Daftar Informan 

No Tanggal 

wawancara 

Informan Institusi Substansi 

1 11 April 

2023 

Ahmad 

Apriliandi 

Passa, S.P 

Ketua-Komnas 

Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung 

Kemitraan Komnas PA 

Kota Bandar Lampung 

dengan Pemerintah 

terkait program SRA 

2 9 Mei 2023 M. Ikwan 

Hakim, S.H., 

M.H 

Plh Kasi 

Kelembagaan-Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota 

Bandar Lampung 

Peran Dinas Pendidikan 

Kota Bandar Lampung 

dalam kemitraan SRA 

 

3 25 Mei 

2023 

Mirsanudin Fungsional Pelayanan 

Sosial Anak-Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung 

Realisasi program SRA 

dan peran Dinas PPPA 

Kota Bandar Lampung 

dalam kemitraan  

4 15 Mei 

2023 

Misdawati, 

S.Pd 

Wakil Kepala Sekolah-

SD Negeri 1 Jagabaya 

III 

Kontribusi apa yang 

diberikan dari adanya 

kemitraan dalam 

meningkatkan program 

SRA di SD Negeri 1 

Jagabaya III 

5 25 Mei 

2023 

Yuni 

Purbaningsih, 

S.Pd 

Waka Kurikulum-SD 

Negeri 1 Langkapura 

Kontribusi apa yang 

diberikan dari adanya 

kemitraan dalam 

meningkatkan program 

SRA di SD Negeri 1 

Langkapura 

6 27 Juni 

2023 

Ibu Ruth Dora 

Nababan, SE., 

MM 

Kepala Bidang 

Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak 

Realisasi program SRA 

dan peran Dinas PPPA 

Kota Bandar Lampung 

dalam kemitraan 

7 26 Juli Ibu Rosita Wali Murid SDN 1 Peran serta wali murid 
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No Tanggal 

wawancara 

Informan Institusi Substansi 

2023 Langkapura dalam mendukung 

program SRA 

8 26 Juli 

2023 

Ibu Aisyah Masyarakat Peran serta masyarakat 

dalam program SRA 

9 21 

September 

2023 

Ibu Sarifa Aini, 

S.E. 

Fungsional Adiyatama 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif-Dinas 

Pariwisata Kota 

Bandar Lampung 

Peran Dinas Pariwisata 

dalam Perjanjian 

Kerjasama  dalam 

Pengembangan SRA, 

Pencegahan dan 

Penanganan Anak Putus 

Sekolah dan Kegiatan 

Pusat Kreativitas Anak 

di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2022 

10 22 

September 

2023 

Ibu Tri Ismanti, 

S.E., M.M. 

Fungsional Ahli Muda 

Swadaya Masyarakat-

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung 

Realisasi program SRA 

dan peran Dinas terkait 

Perjanjian Kerjasama  

dalam Pengembangan 

SRA Tahun 2022 

       Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2023  

 

2) Observasi  

Menurut Strisno Hadi dalam Sugiyono (2013) observasi merupakan 

suatu proses kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan 

pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan juga 

gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Observasi ini mengamati tentang pelaksanaan 

kemitraan antar civil society dan pemerintah dalam program SRA yang 

dilakukan di SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura 

karena menjadi tujuan dalam penelitian ini. Dalam observasi ini terdapat 

beberapa hal yang telah diobservasi, sebagai berikut: 

Tabel 3. Observasi Penelitian 

No Tanggal Instansi Kegiatan 

1 9 Mei 

2023 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar 

Lampung 

Monitoring dan evaluasi terkait ketersediaan 

sarana dan prasarana sekolah yang aman dan 

nyaman dari kekerasan dan juga perundungan 

2 11 April 

2023 

Komnas PA Kota Bandar 

Lampung 

Kegiatan-kegiatan dalam upaya mendukung 

gerakan perlindungan anak di sekolah dari 

kekerasan maupun perundungan 

3 25 Mei 

2023 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Sebagai leading secktor terkait program 

Sekolah Ramah Anak 
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Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2023 

 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah dilalui atau telah 

terjadi (Wekke, 2019). Artinya dengan menggunakan dokumentasi maka 

hasil dari observasi dan juga wawancara dapat lebih akurat karena 

didukung dengan catatan yang sudah ada. Yaitu bisa berupa dokumen 

atau data-data tertulis yang berhubungan dengan pihak yang bermitra, 

foto-foto dokumen tertulis ataupun foto saat wawancara dan observasi.  

Tabel 4. Dokumen Penelitian 

No Dokumentasi Substansi 

 

1 Surat Keputusan dan Memorandum 

of Understanding yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah, Keputusan 

Gubernur, ataupun kerjasama antar 

pihak-pihak yang bermitra dan 

berkaitan dengan program Sekolah 

Ramah Anak  

Berisi tugas pokok dan fungsi masing-masing 

pihak yang bermitra terutama terkait dengan 

Program SRA yang ada di Kota Bandar Lampung 

2 Data jumlah Sekolah Ramah Anak 

yang ada di Kota Bandar Lampung 

dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung 

Berisi data jumlah Sekolah Ramah Anak yang ada 

di Kota Bandar Lampung bersumber dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar 

Lampung 

3 Profil Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung 

Berisi sejarah pendirian Dinas Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, bidang 

kegiatan, dan lain-lain 

4 Profil Komnas PA Kota Bandar 

Lampung 

Berisi sejarah pendirian Komnas PA Kota Bandar 

Lampung, bidang kegiatan, dan lain-lain 

5 Profil SD Negeri 1 Jagabaya III  Berisi sejarah pendirian sekolah, bidang kegiatan, 

dan lain-lain 

6 Profil SD Negeri 1 Langkapura Berisi sejarah pendirian sekolah, bidang kegiatan, 

dan lain-lain 

Sumber : Diolah Peneliti, 2023 

 

No Tanggal Instansi Kegiatan 

Perlindungan Anak Kota 

Bandar Lampung 

4 15 Mei 

2023 

SD Negeri 1 Jagabaya III Kesiapan pihak sekolah pada setiap 

kegiatannya di sekolah berbasis hak anak dan 

juga kegiatan kerjasama dengan aktor lain 

baik dari pemerintah ataupun lembaga 

masyarakat 

5 25 Mei 

2023 

SD Negeri 1 Langkapura Dalam kesiapan pihak sekolah pada setiap 

kegiatannya di sekolah berbasis hak anak dan 

juga kegiatan kerjasama dengan aktor lain 

baik dari pemerintah ataupun lembaga 

masyarakat 

6 26 Juli 

2023 

Masyarakat dan orang tua Keterlibatan masyarakat dan orang tua terkait 

peran dalam menunjang program SRA. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles, 

Huberman dan Saldana (2014). Dimana teknik analisis data tersebut dimulai 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dalam analisis data ini menggunakan salah satu model yang diperkenalkan oleh 

Miles dan Huberman yaitu model interaktif, dimana reduksi data dan penyajian 

data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian masuk dalam 

proses penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). 

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Komponen Analisis Data. 

 Model oleh Miles, Huberman & Saldana (2014) 

       Sumber: Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014) 

3.5.1 Pengumpulan data  

Pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicatat dalam catatan 

lapangan terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Pada tahap 

pertama ini peneliti akan melakukan pengumpulan data setelah data 

terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan 

serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat adalah data 

yang valid. 

3.5.2 Reduksi data  

Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan yang berlangsung 

secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Dalam 

proposal penelitian ini data yang diperoleh kemudian dipilih dan 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi Data 
Penarikan 

Simpulan/verifikasi 



34 

 

 

dirangkum selanjutnya disesuaikan dengan fokus penelitian tentang 

kemitraan civil society dan pemerintah dalam program SRA di SD Negeri 

1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 Langkapura yang berada di Kota Bandar 

Lampung. Dalam tahap ini peneliti memilah data yang digunakan dalam 

penelitian kemitraan yang dijalankan oleh beberapa stakeholder terkait 

dan yang terlibat langsung dalam program SRA di SD Negeri 1 Jagabaya 

III dan SD Negeri 1 Langkapura. Selanjutnya memisahkan data yang tidak 

perlu dan memfokuskan data yang berhubungan dari masing-masing 

lembaga bermitra. 

3.5.3 Penyajian data  

Teknik ini untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Kemudian untuk batasan 

yang diberikan yaitu pada informasi yang telah tersusun dan bisa 

memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan 

dibuat dalam bentuk teks naratif ataupun foto dan sejenisnya. 

3.5.4 Penarikan Simpulan dan Verifikasi  

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan 

pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Maka 

simpulan harus dibuat relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, 

dan juga temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan 

pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan 

objektivitasnya terjamin. 

 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini berdasarkan Abdussamad (2021) 

yaitu teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 4 

indikator yaitu dengan uji credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability. 

3.6.1 Credibility (Uji Kredibilitas) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data dari hasil penelitian 
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kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif dan member check. 

a. Meningkatkan ketekunan diartikan sebagai pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan,  

b. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu 

pengecekan data dengan berbagai teknik pengumpulan data terhadap 

sumber yang sama sehingga didapatkan data yang valid (Sugiyono, 

2013). 

3.6.2 Transferability 

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil, maka peneliti selanjutnya dapat membuat laporan dengan 

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3.6.3 Dependability 

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, artinya apabila 

orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji 

dependability dalam penelitian kualitatif biasanya melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara yang dilakukan yaitu oleh 

auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

3.6.4 Confirmability 

Confirmability pada penelitian kualitatif disebut juga dengan objektivitas 

penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Uji confirmability juga berarti menguji hasil 

penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan, jika hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka 

penelitian tersebut sudah memenuhi standar confirmability. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

5.1.1 Kemitraan Civil Society dan Pemerintah dalam Program 

Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

kemitraan antara civil society yaitu Komnas PA Bandar Lampung 

dan pemerintah yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Bandar Lampung dan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 

bersama dengan SD Negeri 1 Jagabaya III dan SD Negeri 1 

Langkapura, beserta orang tua dan masyarakat, pada penelitian ini 

diketahui bagaimana hubungan yang terjalin selama ini dengan 

menggunakan 3 prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo (2010), sebagai berikut: 

a) Prinsip kesetaraan (equity), terkait hubungan kemitraan antar 

aktor pada program SRA di Kota Bandar Lampung sudah 

dijalankan dengan baik oleh beberapa aktor yang terlibat mulai 

dari Komnas PA Bandar Lampung, Dinas PPPA Kota Bandar 

Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar 

Lampung karena aktor-aktor tersebut bisa menerapkan prinsip 

kesetaraan berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, dan 

perannya masing-masing. Akan tetapi untuk masyarakat dan 

orang tua belum memiliki peran yang besar dalam hubungan 

kemitraan pada program SRA. 

b) Prinsip keterbukaan (transparency), terkait hubungan kemitraan 

antar aktor pada program SRA di Kota Bandar Lampung perlu 

memperhatikan tentang keterbukaan anggaran. Dimana Dinas 
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PPPA Kota Bandar Lampung belum bisa menjelaskan secara 

terbuka terkait informasi anggaran pada program SRA. 

c) Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), terkait 

hubungan kemitraan antar aktor pada program SRA di Kota 

Bandar Lampung sudah menerapkan prinsip saling 

menguntungkan dilihat dari kebersamaan dan sinergitas antar 

aktor sehingga tercapainya tujuan untuk mewujudkan program 

SRA di Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan simpulan di atas, dari ketiga prinsip yang dikemukakan 

oleh Notoatmodjo (2010), walaupun ada beberapa kekurangan yang 

dari hasil yang didapat selama penelitian, hubungan kemitraan antar 

aktor tersebut tetap berjalan karena adanya komitmen yang dipegang 

masing-masing aktor. Sehingga hubungan kemitraan ini dapat 

disimpulkan membentuk pola pseudo partnership atau kemitraan 

semu yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2017). Dimana hubungan 

kemitraan antar aktor yang sudah dijalin selama ini, dapat membantu 

meningkatkan program SRA, dalam memenuhi komponen 

pengembangan SRA dan terkait standar sarana dan prasarana yang 

dilaksanakan dengan baik bersama pihak terkait. Namun terkait 

hubungan bermitra dengan masyarakat, dan orang tua belum 

dilaksanakan dengan optimal karena belum memiliki ruang yang 

tepat pada program SRA di Kota Bandar Lampung. 

 

5.1.2 Kendala-kendala yang dihadapi Civil Society dan Pemerintah 

dalam Program Sekolah Ramah Anak  

 

Kendala yang dihadapi selama hubungan Kemitraan Civil Society 

dan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak di Kota 

Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan peran dan partisipasi 

masyarakat dan orang tua yang sangat minim dikarenakan 

kurangnya informasi yang diterima oleh orang tua dan masyarakat 
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tentang pentingnya kontribusi mereka pada program SRA sesuai 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak.  

 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam kemitraan civil society dan pemerintah 

dalam program SRA di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut: 

a. Adanya sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, sehingga ikut 

berpartisipasi dan berkontribusi bersama pada pelaksanaan program 

SRA di Kota Bandar Lampung.  

b. Peran dari instansi pemerintah bisa lebih optimal dan menjalankan 

tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada. 

c. Program SRA kedepannya dapat melibatkan pihak swasta dan juga 

media massa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program SRA 

menjadi lebih baik. 
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